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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI
TENTANG

KOLABORASI PELAYANAN KESEHATAN DAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS ANTAR RUMAH SAKIT

NOMOR : 100.3.7.1/7/PKS-KTGN/2025
NOMOR : 0561/TU-2/001/DM/1IV/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima
(29-04-2025), bertempat di Kasongan, Kabupaten Katingan, kami yang bertanda tangan di bawah
ini :

AGNES NISSA PAULINA . Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar

Kasongan, yang berkedudukan dan berkantor di
Jalan Cilik Riwut Nomor 1 Kasongan,
berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Katingan
Nomor: 100.3.7.1/04/SK-KTGN/2025, tanggal 28
April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kabupaten Katingan,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

YULIA NOFIANY : PIlt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.

Murjani, berkedudukan dan berkantor di Jalan
HM. Arsyad Nomor 65 Sampit, berdasarkan Surat
Kuasa khusus Bupati Kotawaringin Timur, Nomor
: 100.2.2.3/59/SETDA.KS/2025 tanggal 29 April
2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian
Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang
Kolaborasi Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Kapasitas Antar Rumah Sakit, dengan
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :




1.

PIHAK KESATU merupakan Rumah Sakit yang tetapkan berdasarkan SK.KEMENKES
No.650/MENKES/SK/V11/2008 tanggal 16 Juli 2008 sebagai RSUD Type C dan dengan
tugas pokok menyelenggarakan jasa dan layanan kesehatan masyarakat;

Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Rumah Sakit yang didirikan berdasarkan SK.MENKES
No. 186/Menkes/SK/II/1993 dan ditetapkan sebagai RSUD Type B berdasarkan SK.
MENKES No. 1192/MENKES/SK/XI1/2008 tanggal 24 Desember 2008 dengan tugas pokok
menyelenggarakan jasa dan layanan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA sepakat
membuat Perjanjian Kerja Sama Kolaborasi Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan
Kapasitas Antar Rumah Sakit, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk :
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
Memperkuat kapasitas tenaga medis dan non-medis;
Mendorong efisiensi operasional rumah sakit;

Memfasilitasi pertukaran informasi dan inovasi pelayanan;
Menunjang sistem kesehatan daerah yang terintegrasi.
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Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Pelayanan Medis;

2. Pelayanan Penunjang Medis;

3. Pendidikan dan Pelatihan;

4. Teknologi dan Sistem Informasi;

5. Penelitian dan Pengembangan;

6. Penanggulangan Bencana dan Kedaruratan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja
Sama ini. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan turunan dari Kesepakatan Bersama
antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang
Kerja Sama Pembangunan Daerah. Perjanjian Kerja Sama ini disusun tersendiri untuk
pelaksanaan kerja sama Kolaborasi Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Kapasitas
Antar Rumah Sakit yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kerja sama Kolaborasi Pelayanan
Kesehatan dan Pengembangan Kapasitas Antar Rumah Sakit terhadap adanya
Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang
disepakati oleh PARA PIHAK.
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Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditanda tangani dan berakhir pada 31
Desember 2028 dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA
PIHAK;

Dalam hal pemutusan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak, maka pihak tersebut
wajib mengirimkan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh hari)
sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini. Segala hak dan kewajiban PARA
PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum
berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah
dan mufakat;

Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai, maka PARA PIHAK sepakat dan tunduk dengan Keputusan yang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 7
PENUTUP

Untuk pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati di atas, PARA PIHAK akan
membuat Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian Kerja Sama ini;

Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan
suatu perubahan atau tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA
PIHAK dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermeterai cukup, dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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